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KEPALA DESA KEDUNGGADING
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA KEDUNGGADING
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGGADING,

	Menimbang     
	:
	a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desaperlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor  82 Seri E No.49);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
34. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/366/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/15/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
35. Keputusan  Bupati  Kendal Nomor  900/15/2020  Tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Besaran  Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunggading Tahun Anggaran 2020
37. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggading Tahun Anggaran 2020
38. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggading Tahun Anggaran 2020
39. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunggading Tahun Anggaran 2020




Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGGADING
dan

KEPALA DESA KEDUNGGADING
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGGADING TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:
	1.
	Pendapatan Desa
	Rp.
	2.094.568.663,-

	2.
	Belanja Desa
	
	

	
	a.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	Rp.
	916.578.663,-

	
	b.
	Bidang Pembangunan Desa
	Rp.
	707.008.272,34

	
	c.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	Rp.
	107.017.320,-

	
	d.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Rp.
	20.854.000,-

	
	e.
	Bidang Tak Terduga
	Rp.
	355.417.277,66

	
	
	
	
	

	
	Jumlah Belanja
	Rp.
	2.106.875.533,-

	
	Surplus/Defisit
	Rp.
	(12.306.870,-)

	
	
	
	
	

	3.
	Pembiayaan Desa 
	
	

	
	a.
	Penerimaan Pembiayaan
	Rp.
	32.306.870,-

	
	b.
	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.
	20.000.000,-

	
	
	Selisih Pembiayaan ( a – b )
	Rp.
	12.306.870,-


Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

 a. Lampiran I
     :  Laporan Keuangan;

 b. Lampiran II
: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020
c. Lampiran III
:  Daftar program sektoral, program daerah dan  program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedunggading
pada tanggal  15 Februari 2021
    


                                  KEPALA DESA KEDUNGGADING,
                                                            BUDIYONO
Diundangkan di Kedunggading
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DESA KEDUNGGADING
     AGUM DARU SULISTYO
LEMBARAN DESA KEDUNGGADING TAHUN 2021 NOMOR 01
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :  01/DS-KDG/2021
Nomor :  01/BPD -KDG/2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA KEDUNGGADING
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA TAHUN 2020 
Pada hari ini Senin  tanggal lima belas bulan Februari  Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :
	1.
	BUDIYONO,S.Kom
	:
	Kepala Desa Kedunggading dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedunggading selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

	2.
	BAEDHOWI,AMd.Kep
	:
	Ketua BPD Desa Kedunggading dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedunggading selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa 

1. 
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa 2020 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2.
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

4.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Ringinarum untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
 Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
	PIHAK PERTAMA

( BUDIYONO,S.Kom )
	PIHAK KEDUA

( BAEDHOWI,AMD.Kep )



 BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TA 2020.
Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu  Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggaran 2020
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2020 dengan rincian sesuai terlampir

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEDUNGGADING
1. Ketua / Anggota

: Baedhowi,Amd.Kep
(……………………)

2. Wakil Ketua/Anggota
: H.Samsudin
 
(……………………)

3. Sekretaris / Anggota

: Moh. Taufik
         (……………………)

4. Ketua Bidang /Anggota
: Ismun Nur Shihab
(……………………)

5. Ketua Bidang /Anggota
: Lifi Hidyatul Afifah
(……………………)

6. Anggota



: Hj. Nur Fairoh  

(……………………)
7. Anggota



: Tri Susanto

(……………………)

  DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
	ACARA
	:
	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 2020

	DESA
	:
	BALAI DESA KEDUNGGADING

	KECAMATAN
	:
	RINGINARUM

	TANGGAL
	:
	 FEBRUARI 2021


	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	2
	3
	4

	1. 1.
	
	
	……………………

	2. 2.
	
	
	……………………

	3. 3.
	
	
	……………………

	4. 4.
	
	
	……………………

	5. 5.
	
	
	……………………

	6. 6.
	
	
	……………………

	7. 7.
	
	
	……………………

	8. 8.
	
	
	……………………

	9. 9.
	
	
	……………………

	10. 10.
	
	
	……………………

	11. 11.
	
	
	……………………

	12. 12.
	
	
	……………………

	13. 13.
	
	
	……………………

	14. 14.
	
	
	……………………

	15. 15.
	
	
	……………………

	16. 16.
	
	
	……………………

	17. 17.
	
	
	

	18. 18.
	
	
	

	19. 19.
	
	
	

	20. 20.
	
	
	

	21. 21.
	
	
	

	22. 22.
	
	
	

	23. 23.
	
	
	

	24. 24.
	
	
	

	25. 25.
	
	
	

	26. 26.
	
	
	

	27. 27.
	
	
	

	28. 28.
	
	
	

	29. 29.
	
	
	

	30. 30.
	
	
	


BPD Desa Kedunggading
Sekretaris,

( Moh. Taufik )

